Jumat, 14 September 2012

Borneo Tribune (@ ‘

BPK A
Formasi d

Borneo Tribune, Jakarta

Badan Pemeriksa Ke-
uangan Republik Indonesia
(BPK RI) akan melakukan
pemeriksaan kinerja atas
penetapan formasi dan peng-
adaan pegawai negeri sipil
(PNS) Tahun 2009

dan 2010. Pemeriksaan
ini dilakukan berdasarkan
Pasal 6 ayat (3) Undang
Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang BPK.

Penjelasan mengenai ren-
cana pemeriksaan tersebut
disampaikan oleh Anggota
BPK RI,

Dr.Agung Firman
Sampurna, S.E., M.Si. da-
lam konferensi pers yang
berlangsung di antor pusat
BPK RI pada hari Rabu, (12/
9). Pemeriksaan dilakukan
untuk menilai efektivitas

pelaksanaan kegiatan pene-
tapan formasi dan pengada-
an PNS, yang meliputi pe-
rencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pe-
netapan formasi dan penga-
daan PNS.

Pemeriksaan akan dila-
kukan pada Kementerian

Pendayagunaan Aparatur =

Negara dan Reformasi
Birokrasi, Badan Kepega-

‘waian Negara, Kementeri-

an Keuangan, Kementerian
Dalam Negeri, serta meng-
ambil sampel pada 5 (lima)
instansi pusat dan 33 in-
stansi daerah.
Pemeriksaan ini merupa-
kan lanjutan dari pilot
project pemeriksaan kiner-
ja atas penetapan formasi
dan pengadaan PNS yang
telah dilakukan oleh BPK RI

pada Tahun 2011 di Kernen-
terian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refor-

masi Birokrasi, Badan Ke-,

pegawaian Negara serta
sampel pada 4 (empat) in-
stansi yaitu Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata,
(sekarang Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif), Pemerintah Pro-
vinsi Jawa Timur, Pemerin-
tah Kabupaten Kutai
Kertanegara, dan Pemerin-
tah Kota Bekasi.

Dari hasil pemeriksaan
kinerja yang telah dilaku-
kan, BPK mengindikasikan
permasalahan atas proses
penetapan formasi dan peng-
adaan PNS. Permasalahan
terkait penetapan formasi,
antara lain: (1) Pengendali-
an intern atas pengelolaan

data

kepegawaian tidak sesuai
ketentuan; (2) Database pe-
gawai menurut sistem kepe-
gawaian instansi berbeda
dengan database pegawai
menurut Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian
(SAPK) yang dikelola Badan
Kepegawaian Negara; (3)
Belum ada SOP dan sosiali-
sasi untuk kegiatan pengu-

_sulan formasi PNS di instan-

si pengusul; dan (4) Usulan
tambahan formasi dari in-
stansi (Lembaga/Provinsi/
Kabupaten/Kota) belum
berdasarkan analisis ke-
butuhan (analisis beban ker-
ja dan analisis jabatan).
Permasalahan terkait
pengadaan PNS, antara
lain: (1) Panitia pengadaan
CPNS tidak didukung de-

ngan uraian tugas yang je-
las; (2) Seleksi administra-
si penerimaan CPNS tidak

" cermat; (3) Pengolahan lem-

bar jawaban komputer
(LJK) tidak sesuai ketentu-
an; (4) Latar belakang pen-
didikan dan penempatan
pelamar yang lulus tidak
sama dengan formasi yang
ditetapkan; (5) Pengajuan
usulan penetapan NIP tidak
sesuai ketentuan; (6)
Dokumen pengadaan tidak
dikelola sesuai ketentuan;
(7) Proses verifikasi dan
validasi dokumen persya-
ratan administrasi tenaga
honorer tidak sesuai dengan
ketentuan; (8) Proses peng-
angkatan tenaga honorer
dan sekdes tidak
didokumentasikan dengan
baik; dan (9) Penempatan

sekdes oleh pemerintah ka-
bupaten/kota tidak sesuai
dengan formasi yang telah
ditetapkan oleh Kemente-
rian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Sebagaimana diketahui,
pemerintah telah mengam-
bil kebijakan moratorium pe-
nerimaan PNS pada tahun
2011 dan 2012 dikarenakan
jumlah PNS yang cukup be-
sar membawa konsekuensi
pada membengkaknya jum-
lah belanja pegawai yang
harus ditanggung oleh peme-
rintah. Jumlah seluruh PNS
pada tahun 2006 adalah se-
banyak 3.725.229 pegawai
dan pada tahun 2009 jumlah
tersebut meningkat menjadi
4.524.205 pegawai atau
mengalami kenaikan se-

Pengadan
>enetapan PNS

besar 21% selama periode
2006-2009. Jumlah belanja
pegawai yang dibayar peme-
rintah pusat pada tahun
2006 adalah sebesar
Rp73,25 T. Namun pada
tahun 2009, jumlah belanja
pegawai tersebut telah me-
ningkat menjadi sebesar
Rp127,67 T atau naik sebe-
sar 74% selama periode
2006-2009.

Untuk pemerintah dae-
rah, jumlah belanja pegawai
tahun 2006 yang dibayar
oleh seluruh pemerintah da-
erah adalah sebesar
Rp102,33 T namun pada ta-
hun 2009 jumlah belanja
pegawai yang dibayar ada-
lah sebesar Rp180,99 T atau
naik sebesar 77% selama
periode 2006-2009. (Rilis
BPK RI) -




